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ABSTRAK 

 

Ade Indah Nur Edliani. NPM 1505170081. Penerapan Perencanaan Pajak 

atas Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran 

Pajak Perusahaan Pada PT. Super Andalas Steel, 2019. Skripsi. 

 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bersifat 

strategis karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan 

nasional. Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah PPH Pasal 21. 

PT. Super Andalas Steel merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan 

kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT. Super Andalas 

Steel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi 

deskriptif yaitu menganalisis hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang 

digunakan perusahaan adalah metode Gross Up melalui pemberian tunjangan PPh 

Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai. Berdasarkan hasil 

penelitian terdapat kenaikan gaji tiap tahunnya dan kekeliruan perusahaan dalam 

perhitugan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menyebabkan 

perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar. Oleh karena itu, PT. Super Andalas 

Steel perlu melakukan update PTKP agar PPh Pasal 21 yang dibayarkan 

perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk 

menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 karyawan. 

 

Kata kunci : Perencanaan pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan dan 

Penghematan Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pemerintah Indonesia saat ini untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, 

melalui dari sumber dana. Sumber dana pemerintah Indonesia antara lain yaitu 

pendapatan non  pajak, pendapatan pajak dan hibah. Pendapatan pajak diperoleh 

dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), Pajak Ekspor, 

Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Sedangkan 

Pendapatan non pajak diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan 

uang atau sumbangan.  

 Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan 

masyarakat, khususnya para pegawai. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, pengertian dari PPh 

21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 

subyek pajak dalam negeri. Wajib pajak PPh Pasal 21 atau penerima penghasilan 

yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: pegawai, 

penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, 

atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, mantan pegawai dan peserta 

http://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2017/09/Peraturan-Direktur-Jenderal-Pajak-Nomor-PER-32-PJ-2015-tentang-Pajak-Penghasilan-Pasal-21.pdf
http://www.gadjian.com/blog/wp-content/uploads/2017/09/Peraturan-Direktur-Jenderal-Pajak-Nomor-PER-32-PJ-2015-tentang-Pajak-Penghasilan-Pasal-21.pdf


 

 
 

kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. 

 Pajak tersebut dipotong oleh orang yang berhak memotong PPh Pasal 21, 

anatara lain: pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, 

dan penyelenggara kegiatan. 

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh 

perusahaan. Metode ini disebut dengan Net Method. Dengan metode ini PPh pasal 

21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga Take Home Pay yang diperoleh 

oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang 

menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya 

perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh pasal 21 karyawan yang 

ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk 

mengetahui penghasilan netto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus 

dimasukkan lagi  ke dalam penghasilan perusahaan. 

Metode Gross Up adalah metode dimana perusahaan memberikan 

tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari 

karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan Take Home Pay yang 

lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. 

Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena 

jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 

terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan 

perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk 



 

 
 

mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak 

perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan 

perusahaan menjadi lebih kecil. 

 Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan 

jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan 

pajak. Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah 

lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Perencanaan 

pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk 

mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan 

untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam 

manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar 

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperolah laba dan likuiditas yang 

diharapkan.  

PT. Super Andalas Steel merupakan perusahaan yang termasuk dalam 

wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai 

maupun perusahaan. PT. Super Andalas Steel menggunakan metode Gross Up 

dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini seharusnya 

PT. Super Andalas Steel dapat lebih meminimkan pembayaran PPh Pasal 21. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel I.1 

Data Pajak Penghasilan Pasal 21 

 

Keterangan Gross Up Method 

Tahun 2015 190.359.161 

Tahun 2016 251.214.731 

Tahun 2017 329.578.223 

 

Terlihat pada tabel diatas pada tahun 2015 sampai 2017 Pajak Penghasilan 

Pasal 21 mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum 

maksimalnya penghematan beban pajak. Karena seharusnya pada tahun 2016 dan 

2017 lebih rendah atau sama rata dengan tahun 2015. 

Dari latar belakang inilah, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

“Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai 

Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada 

PT. Super Andalas Steel)” 

 

B. Identifikasi masalah 

1. Belum adanya penghematan beban Pajak Pengahasilan Pasal 21 oleh 

perusahaan. 

2. Terjadinya kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetor oleh 

perusahaan. 

 

 

 



 

 
 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk penghematan beban 

pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Super Andalas Steel? 

2. Apa fakor-faktor yang menyebabkan kenaikan perhitungan pajak 

penghasilan pasal 21 pada PT. Super Andalas Steel?   

 

D. Tujuan dan Manfaat Masalah 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk 

penghematan beban pajak penghasilan pasal 21 PT. Super Andalas 

Steel. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan dalam 

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Super Andalas Steel. 

 

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh 

mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi 

permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat 

menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam 

bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak. 

 

 



 

 
 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PT. Super 

Andalas Steel dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak 

yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam 

mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan 

referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran 

yang berkaitan dengan perencanaan pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Uraian Teoritis  

1. Pajak Penghasilan 

a. Definisi Pajak 

Mardiasmo (2016) menyatakan definisi pajak menurut Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro, SH adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestrasi) yang langsung dapat 

dintunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

 

Herry Wahyudi (2016) menyatakan definisi pajak menurut Undang 

– undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmurat rakyat.” 

 

b. Fungsi Pajak 

Fitriani Saragih (2012) menjelaskan bahwa: “Dalam literature 

pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu budgeter dan 

fungsi reguleren. Namun pada perkembangannya fungsi pajak tersebut 



 

 
 

berkembang dan bertambah yaitu fungsi demokrasi dan fungsi 

redistribusi. Menurut Richar Burton dan Wirawan B Ilyas (2001, hal: 11). 

1) Sumber Keuangan Negara (Budgetair) adalah fungsi yang letaknya di 

sektor publik yaitu untuk mengumpulkan uang pajak yang sebanyak-

banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang ada pada 

waktunya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. 

2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regurend) adalah pajak digunakan sebagai 

alat mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun 

politik dengan tujuan yang tertentu. 

3) Fungsi Demokrasi dan fungsi Redrebusi adalah fungsi yang 

merupakan salah satu pengeluaran atau terwujud sistem gotong 

royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi 

kepentingan masyarakat. Fungsi demokrasi ini juga berhubungan 

dengan hak seorang apabila akan memperoleh pelayanan dari 

pemerintah. 

 

c. Definisi Penghasilan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2008 Pasal 4 ayat 1: 

”Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajin Pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”  

 

 



 

 
 

d. Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 Menurut 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yaitu: 

“Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan 

yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.” 

 

Zulia Hanum, (2018) menjelaskan bahwa: “Pajak Penghasilan 

Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh Wajib 

Pajak Orang Pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Indikator Penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah jumlah penerimaan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).” 

 

e. Objek pajak PPh Pasal 21  

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21 adalah: 

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima 

pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, 

honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau 

anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang 

sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan 

anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, 



 

 
 

tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, 

tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar 

oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama 

apapun. 

2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun 

atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, 

tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan 

tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya 

yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam 

setahun. 

3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang 

diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, 

serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta 

pendidikan pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon 

pegawai. 

4) Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, 

uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan 

pemutusan hubungan kerja. 

5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari: 



 

 
 

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari: 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris. 

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, 

dan seniman lainnya. 

c) Olahragawan. 

d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 

e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 

f) Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan 

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi 

dan sosial. 

g) Agen iklan. 

h) Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada 

suatu kepanitiaan dan peserta sidang atau rapat. 

i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan. 

j) Peserta perlombaan. 

k) Petugas penjaja barang dagangan. 

l) Petugas dinas luar asuransi. 

m)  Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai 

atau bukan sebagai calon pegawai. 

n) Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan 

sejenis lainnya.  



 

 
 

6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan 

gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang 

diterima oleh pejabat negara dan PNS. 

7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait 

dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda 

atau duda dan atau anak-anaknya. 

8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama 

apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau 

wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang 

dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. 

 

f. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh 21 

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh 

21 adalah: 

1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa. 

2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk 

apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang 

diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat 

final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit). 

3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan iuran Jaminan Hari 



 

 
 

Tua kepada badan penyelenggaraan Jamsostek yang dibayar oleh 

pemberi kerja. 

4) Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 

 

g. Pemotong PPh Pasal 21 

Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau 

Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai 

kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor:   Per-

31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1, pihak yang wajib melakukan pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan PPh 21 adalah: 

1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik 

merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang 

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai  imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan 

pegawai. 

2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-

lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di 



 

 
 

luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, 

dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 

3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan 

badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua 

atau jaminan hari tua. 

4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

serta badan yang membayar: 

a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadai 

dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli 

yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas 

namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 

b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan 

status Subjek Pajak luar negeri. 

c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, 

pelatihan, dan magang. 

5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada 

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu 

kegiatan. 



 

 
 

h. Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah 

pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. 

Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika 

penghasilan tahunan melebihi ambang batas, wajib pajak harus 

membayar PPh. 

Penetapan tarif PTKP 2018 didasarkan pada PMK No. 

101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara 

cara perhitungannya diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. 

Untuk penetapan penghasilan pegawai penerima upah mingguan, 

harian, atau berstatus tidak tetap, diatur dalam PMK No. 

102/PMK.010/2016. 

Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 

21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut: 

1) Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi 

2) Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 

3) Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami. 

4) Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap 
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Namun, ketentuan PTKP terbaru ( PTKP 2016 ) untuk PPh Pasal 

21 ini tidak berlaku untuk: 

1) Penghasilan bruto yang jumlahnya melebihi Rp 4.500.000 sebulan 

atau 

2) Penghasilan tersebut dibayar secara bulanan. 

PTKP terbaru ( PTKP 2016 ) untuk PPh Pasal 21 ini juga tidak 

berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan 

kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. 

 

i. Tarif Pajak 

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib 

Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 

 

Tabel II.1 

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-undang 

No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri 

No. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif  

1. PKP sampai dengan 50 juta rupiah 5% 

2. PKP 50 sampai dengan 250 juta rupiah 15% 

3. PKP 250 sampai dengan 500 juta rupiah 25% 

4. PKP diatas 500 juta rupiah 30% 

 

 



 

 
 

Sedangkan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak 

memiliki NPWP adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan 

pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif 

yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. 

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 

yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki 

NPWP. 

3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. 

4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai 

penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 

yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan 

diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam 

tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan 

PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah 

dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) 

lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang 

terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. 

 

 

 

 

https://www.online-pajak.com/cara-mendapatkan-e-fin-wajib-pajak-pribadi
https://www.online-pajak.com/cara-perhitungan-pph-21
https://www.online-pajak.com/cara-perhitungan-pph-21


 

 
 

2. Perencanaan Pajak 

Pandapotan Ritonga (2017), menjelaskan bahwa: ”Perencanaan Pajak 

(Tax Planning) adalah salah satu cara yang bisa dimanfaatkan oleh wajib 

pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, 

perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan 

pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku.” 

Umumnya perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses 

merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada 

dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan 

perpajakan. Namun demikian, perencaan pajak juga dapat berkonotasi 

positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara 

lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan 

sumber daya secara optimal. 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak 

(sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah 

pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh 

laba dan likuiditas yang diharapkan). Langkah selanjutnya adalah 

pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian 

pajak (tax control). Pada tahap pajak ini dilakukan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi 

jenis tindakan penghematan pajak yang akan dlakukan, pada umumnya 

penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan 

kewajiban pajak. 



 

 
 

Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan 

berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) 

maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful) seperti  tax 

avoidance dan tax evasion. Perencanaan perpajakan umumnya selalu 

dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena 

pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan 

untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah 

pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya. 

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus: 

a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. 

b. Secara bisnis masuk akal dan 

c. Bukti – bukti pendukungnya memadai. 

Tujuannya perencanaan pajak adalah mengatur pembayaran pajak atau 

meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang 

berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang 

seharusnya akan membantu cash flow perusahaan. 

Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan 

pajak: 

a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. 

b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari global strategy perusahaan baik jangka 

panjang maupun jangka pendek. 

c. Bukti – bukti pendukungnya memadai, contoh : agreement, invoice, 

accounting treatment. 



 

 
 

Dalam menyusun tax planning yang tidak melanggar aturan pajak, 

paling tidak ada lima persyaratan yang harus dipenuhi: 

a. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait. 

b. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning. 

c. Harus dipahami karakkter usaha WP. 

d. Memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur tax planning. 

e. Tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung 

bukti memadai, seperti faktur, perjanjian, dan sebagainya. 

Tahapan dalam membuat perencanaan pajak: 

a. Menganalisis informasi yang ada. 

b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya. 

c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak. 

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. 

e. Memutakhirkan rencana pajak. 

Tax Planning Dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Perencanaan pajak domestic (domestic tax planning) consider UU 

Domestik only. 

b. Perencanaan pajak internasional (International tax planning) UU 

Domestik dan Peraturan pajak internasional (contoh: tax treaty). 

 

3. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Menurut Pohan (2017) Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga 

metode yang bisa diaplikasikan, yaitu: 

a. Metode Net 



 

 
 

Metode Net merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan 

menanggung PPh Pasal 21karyawan. 

b. Metode Gross 

Metode Gross merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan 

menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. 

c. Metode Gross Up 

Metode Gross Up merupakan metode dimana peusahaan memberikan 

tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu 

sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang 

dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang 

ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto 

karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan 

dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya 

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. 

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 dalam Pohan (2016:108), 

rumus tunjangan pajak dengan metode Gross Up yaitu: 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel II.2 

Rumusan Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up 

Yang sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 

 

PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000 

Pajak = 1/0,95 {PKP x 5%} 

PKP di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 

Pajak = 1/0,85 {(PKP x 15%) – 5 juta} 

PKP di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 

Pajak = 1/0,75 {(PKP x 25%) – 30 juta} 

PKP di atas Rp 500.000.000 

Pajak = 1/0,70 {(PKP x 35%) – 55 juta} 

 

Dari  ketiga  metode  perhitungan  Pajak  Penghasilan (PPh) Pasal 21 

diatas terdapat perbandingannya sebagai berikut dalam Pohan (2016:121-

123): 

1) Dengan metode Net, perusahaan atau pemberi kerja bisa memberikan 

tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya tidak sama dengan pajak 

terutang. Bagi pegawai, tunjangan tersebut akan menambah 

penghasilan karyawan yang akan diperhitungkan dalam pemotongan 

PPh Pasal 21. Dalam hal ini besarnya PPh Pasal 21 yang terutang 

lebih besar dari tunjangan pajak PPh Pasal 21, dan selisihnya bisa 

menjadi tanggungan pegawai. Bagi perusahaan, PPh Pasal 21 yang 

diberikan dalam bentuk tunjangan dapat dibiayakan oleh perusahaan, 

sedangkan selisihnya bila ditanggung oleh pemberi kerja merupakan 

pengeluaran biaya non deductable. 



 

 
 

2) Dengan metode Gross, dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang 

akan dipotongkan dari gaji bulanannya. Dari sisi pegawai, beban PPh 

Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan pegawai yang 

bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21 pegawai 

yang terutang, perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor 

dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong 

tersebut. 

3) Dengan metode Gross Up, perhitungan jumlah PPh Pasal 21 yang 

ditunjang seluruhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja dapat 

dibiayakan (deductible), sedangkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus 

dibayar ke kas negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak 

tersebut. Jika besarnya PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk 

tunjangan, maka dengan metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi 

karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang 

diterima karyawan (take home pay), tetapi untuk perhitungan PPh 

Pasal 21 yang di Gross Up penghasilan karyawan akan lebih besar 

sebesar PPh Pasal 21 yang ditambahkan. Besarnya tunjangan pajak 

akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga 

tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan. 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Perencanaan 

Pajak (Tax Planning) Penghematan Pajak Perusahaan, yaitu: 

Menurut Dhefina Fiorensya Meidy (2017), dalam penelitian yang 

berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 

Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menunjukkan pemilihan metode PPh pasal 21 atas 

penghasilan yang diterima karyawan PDAM Kota Surakarta, menunjukkan 

perbandingan pengaruh penerapan pemilihan metode perhitungan PPh pasal 

21 atas penghasilan yang diterima karyawan PDAM Kota Surakarta sebagai 

strategi dalam penghematan pajak dan menunjukkan pengaruh penerapan 

perencanaan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan PDAM Kota 

Surakarta sebagai strategi dalam penghematan pajak. Metode Penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

dengan menggunakan metode Gross Up, perusahaan dapat menghemat 

pembayaran pajak. Menggunakan metode Gross Up dapat memberikan 

keuntungan bagi para karyawan PDAM Kota Surakarta, karena dengan 

adanya metode Gross Up karyawan tidak lagi membayar pajak penghasilan. 

Sementara bagi PDAM Kota Surakarta dengan metode Gross Up membantu 

perusahaan untuk meminimalisir pajak penghasilan yang harus dibayarkan. 

Pengaruh perencanaaan pajak PPh pasal 21 terhadap PPh pasal 25 yaitu 

dengan adanya perencanaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan 

besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang PDAM Kota Surakarta, namun 



 

 
 

biaya tersebut dapat dibiayakan dalam pajak penghasilan pasal 25 karena 

menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan. 

Menurut Rommy Setiawan Putra (2017) dengan judul “Penerapan Tax 

Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan 

Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Sri Metriko 

Utamawidjaja)” bahwa hasil analisis yang dilakukannya pada PT. Sri Metriko 

Utamawidjaja Palembang yang melakukan penghematan pembayaran pajak. 

Hal ini terbukti dari hasil perhitungan Perusahaan menggunakan Gross Up 

Method untuk menghemat pembayaran pajak yang akan dilakukan oleh 

perusahaan,dengan metode ini perusahaan memberikan tunjangan kepada 

karyawan agar laba menjadi kecil dengan kecilnya laba maka kecil juga 

pajaknya. 

Menurut Reny Wulandari (2016), dengan judul “Penerapan 

Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak 

Pada CV. Kristalindo Biolab”. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan dengan penerapan metode 

Gross Up akan memberikan penghematan terbaik jika dibanding dengan 

penerapan metode yang lain. Penghematan ini didapat dari pemberian 

tunjangan pajak untuk karyawan sehingga menghilangkan beban PPh pasal 

21 yang ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan belum melakukan 

perencanaan pajak secara optimal dalam menghemat beban pajak PPh badan 

terutang. Hal itu terlihat masih terdapat celah yang berpotensi untuk 

dilakukan perencanaan pajak. 



 

 
 

Menurut Muhammad Irsyad Arham (2016), dengan judul “Analisis 

Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pengadaian (Persero) 

Cabang Tuminting”, melalui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dengan Net Method dan Gross Up Method. Teknik analisi data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif yaitu 

membandingkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

digunakan oleh perusahaan dengan perhitungan Net Method. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan 

perusahaan adalah Gross Up Method melalui pemberian tunjangan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai, hal 

ini menyebabkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan 

menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Net Method. 

Menurut Imam Ali Wafa (2013), dengan judul “Penerapan 

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan 

Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten 

Banyuwangi)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan metode 

Gross Up, perusahaan dapat membayar pajak penghasilan perusahaan yang 

lebih kecil dari Net Method. Dan dengan menggunakan metode Gross Up, 

perusahaan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak perusahaan. 

 

 

 



 

 
 

Tabel II.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Hasil 

1 Meidy (2017) Penerapan Perencanaan 

Pajak Atas Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

Sebagai Strategi 

Penghematan 

Pembayaran Pajak 

Perusahaan 

Dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan 

metode Gross Up 

perusahaan dapat 

menghemat 

pembayaran pajak. 

2 Putra (2017) Penerapan Tax Planning 

Pajak Penghasilan Pasal 

21 Sebagai Strategi 

Penghematan 

Pembayaran Pajak 

Perusahaan (Studi Kasus 

Pada PT. Sri Metriko 

Utamawidjaja) 

Dari hasil analisis yang 

dilakukan pada PT. Sri 

Metriko Utamawidjaja 

Palembang terbukti 

perusahaan 

menggunakan gross up 

method untuk 

menghemat 

pembayaran pajak, 

dengan metode ini 

perusahaan 

memberikan tunjangan 

kepada karyawan agar 

laba menjadi kecil 

dengan kecilnya laba 

maka kecil juga 

pajaknya. 

3 Wulandari 

(2016) 

Penerapan Perencanaan 

Pajak atas PPh Pasal 21 

Sebagai Strategi 

Penghematan Pajak Pada 

CV. Kristalindo Biolab 

Dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

dengan penerapan 

metode Gross Up akan 

memberikan 

penghematan terbaik 

jika dibandingkan 

dengan penerapan 

metode lainnya. 

Penghematan ini 

didapat dari pemberian 

tunjangan pajak untuk 

karyawan sehingga 

menghilangkan beban 

PPh Pasal 21 yang 



 

 
 

ditanggung oleh 

perusahaan. 

4 Arham (2016) Analisis Perencanaan 

Pajak Untuk PPh Pasal 

21 Pada PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang 

Tuminting 

Dari perhitungan yang 

dilakukan perusahaan 

diperoleh kesimpulan 

bahwa perhitungan PPh 

Pasal 21 metode gross 

up, menyebabkan PPh 

pasal 21 yang dibayar 

perusahaan menjadi 

lebih besar dibanding 

dengan metode net. 

Namun berdasarkan 

penelitian ada  

kekeliruan dalam 

perhitungan PTKP yang 

menyebabkan 

perhitungan PPh 21 

menjadi lebih besar. 

5 Wafa (2013) Penerapan Perencanaan 

Pajak Atas Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

Sebagai Strategi 

Penghematan 

Pembayaran Pajak 

Perusahaan Pada PDAM 

Kabupaten Banyuwangi 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa m

etode yang saat ini 

digunakan oleh 

perusahaan (Net 

Method) membayar 

pajak lebih besar 

dari pada menggunakan 

metode Gross Up. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubunngan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Berikut adalah kerangka berfikir sebagai berikut : 

Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak 

atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik 

pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang 

minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang. 

Umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk 

meminimumkan kewajiban pajak, diupayakan beban pajak timbul akibat 

aktifitas perusahaan dapat ditekan sedemikian rupa dengan tetap berpijak 

pada legalitas tata cara perpajakan itu sendiri. Jadi, jika tujuan perencanaan 

pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin 

dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan 

pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax 

planning karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk 

memaksimalkan penghasilan kena pajak, karena pajak merupakan unsur 

pengurang laba yang tersedia. Baik untuk dibagi kepada pemegang saham 

maupun untuk diinventasi kembali. 

Dalam penelitian ini menjabarkan klarifikasi permasalahan untuk 

melihat bagaimana perencanaan pajak PPh 21 yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan membandingkan perhitungan PPh 21 dengan 



 

 
 

menggunakan metode yang telah digunakan perusahaan dengan metode 

lainnya.  

Setelah menganalisa penerimaan pajak maka hal selanjutnya adalah 

perhitungan PPh Pasal 21 atas beban karyawan. Dalam perhitungan PPh Pasal 

21 terdapat metode yang bisa kita aplikasikan, yaitu Net Method, Gross Up 

Method dan Gross Method. Untuk mencari metode mana yang dapat 

menghemat beban pajak pada karyawan. 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama 

dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa 

dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan untuk 

mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data serta 

membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada 

perusahaan untuk mengambil kesimpulan. 

Menurut Sukmadinata (2006) penelitian deskriptif adalah karakteristik 

penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan 

alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Spesifik yang dimaksudkan 

disini lebih dekat pada hubungan, dampak, dan cara penyelesainnya yang 

diungkapkan. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Perencanaan Pajak 

Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau 

kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingg utang pajaknya, baik pajak 



 

 
 

penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang 

minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang  

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan ata    u jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Super Andalas Steel Jalan Karo No. 

2 Medan, yang bergerak dibidang kontruksi boiler. No Telp. (061) 

4560774, 4578660, 4579988. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai 

dilaksanakan pada bulan Desember 2018 s/d Apil 2019. Adapun 

Perinciannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel III.1 

Waktu Penelitian 

 

 

D. Sumber Data dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung objek pajak yang diteliti 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu berupa data yang 

diperoleh atau dikumpulkan penelitian ini yaitu identitas karyawan dan 

daftar gaji karyawan. 

Kegiatan 
Des 

2018 Jan 2019 Feb 2019 

Mar 

2019 

Apr – 

Jun 2019 
 

Jul 2019 

Agust – 

Sept 

2019 

Okt 

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 

Judul 

                                

Riset                                  

Penyusuna

n Proposal 

                                

Bimbingan 

Proposal 

                                

Seminar 

Proposal 

                                

Bimbingan 

Skripsi 

                                

Sidang 

Skripsi 

                                



 

 
 

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berupa teori-teori tentang 

perhitungan dan perencanaan pajak PPh Pasal 21. 

 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai 

dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data 

kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besar dari sebuah 

objek yang akan diteliti. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Teknik Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yaitu berupa 

daftar gaji karyawan. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara adalah kita melakukan tanya jawab kepada objek yang 

mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. 

 

 

 

 

 



 

 
 

F. Teknik Analisis Data 

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data 

yang dikumpulkan dari PT. Super Andalas Steel. Berikut tahapan analisis 

data penelitian ini: 

1. Menganalisa data gaji karyawan, yang meliputi komponen-komponen 

pembentuk gaji dan hal-hal lainnya yang berkaitan. 

2. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan 

Metode Gross sebagai strategi penghematan pembayaran pajak 

perusahaan. 

3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang 

saat ini digunakan perusahaan dengan Metode Gross dan melihat dampak 

penerapan Metode Gross dalam strategi penghematan pembayaran pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Perbandingan Perhitungan dengan menggunakan metode Gross Up 

dan metode Gross sebagai Perencanaan Penghematan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

Untuk memperjelas perbedaan dengan sebelum dan sesudah adanya 

penerapan perencanaan pajak dalam usaha guna meminimalkan pengeluaran 

pajak penghasilan pasal 21 perusahaan maka dibawah ini terdapat salah satu 

contoh perhitungan penghasilan pajak pasal 21 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Gross up method 

Tuan R, K/2 

Uraian  PPh Pasal 21  

Penghasilan Bruto   

Gaji Pokok (12 x 14.017.225) 

                         

168.206.700  

Tunjangan Pajak 

                             

9.878.076  

Penghasilan Bruto/Tahun 

                         

178.084.776  

Pengurangan :   

Biaya Jabatan 

                             

6.000.000  

Potongan Setahun (Iuran) 

                             

5.397.600  

Penghasilan Neto/tahun 

                         

166.687.176  

PTKP 

                           

67.500.000  

PKP 

                           

99.187.176  

5% X Rp. 50.000.000 

                             

2.500.000  

15% x Rp. 49.187.176 

                             

7.378.076  



 

 
 

PPh Pasal 21 atas PKP Setahun 

                             

9.878.076  

PPh Pasal 21 atas PKP Sebulan 

                                

823.173  

 

Dari tabel diatas terdapat bahwa dengan menggunakan metode Gross 

Up maka penghasilan bruto setahun tuan R sebesar Rp. 178.084.776 

sedangkan PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp. 9.878.076. 

Tabel 4.2 

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Gross method Tuan 

R, K/2 

Uraian  PPh Pasal 21  

Penghasilan Bruto   

Gaji Pokok (12 x 14.017.225) 

                         

168.206.700  

Penghasilan Bruto/Tahun 

                         

168.206.700  

Pengurangan :   

Biaya Jabatan 

                             

6.000.000  

Potongan Setahun (Iuran) 

                             

5.397.600  

Penghasilan Neto/tahun 

                         

156.809.100  

PTKP 

                           

67.500.000  

PKP 

                           

89.309.100  

5% X Rp. 50.000.000 

                             

2.500.000  

15% x Rp. 39.309.100 

                             

5.896.365  

PPh Pasal 21 atas PKP Setahun 

                             

8.396.365  

PPh Pasal 21 atas PKP Sebulan 

                                

699.697  



 

Dari tabel diatas terdapat bahwa dengan menggunakan metode Gross 

Up maka penghasilan bruto setahun tuan R sebesar Rp. 168.206.700 

sedangkan PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp. 8.396.365. 

Tabel 4.3 

Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Gross Up dan 

Metode Gros 

Uraian  Metode Gross Up  Metode Gross 

Pajak Penghasilan 

Pasal 21 

                             

9.878.076  

                  

8.396.365  

 

Terlihat pada tabel diatas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

dengan menggunakan metode Gross Up sebesar Rp. 9.878.076 sedangkan 

menggunakan metode Gross sebesar Rp. 8.396.365. Sehingga perhitungan 

dengan menggunakan metode Gross Up dan metode Gross memilki selisih 

sebesar Rp. 1.481.711. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan 

metode Gross dapat lebih menghemat pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 

21 pada PT. Super Andalas Steel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Tabel 4.4 

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Karyawan PT. Super 

Andalas Steel 

No 
Urut 

Nama Pegawai 
Status PTKP 

Sebelum 
Pembaharuan 

Status PTKP 
Setelah 

Pembaharuan 

1 Robert Loei K-2 K-2 

2 Rusdi Sitepu K-1 K-1 

3 Andreas Yaputra K-2 K-2 

4 Samuel K-1 K-3 

5 Tjong Tjai Hui / Wiguna K-1 K-1 

6 Hendra Santoso K-2 K-2 

7 Agustina T-K T-K 

8 Nova Mutia T-K T-K 

9 David Antonius Virgo K-3 K-3 

10 Gustap Iskandar Nasution K-3 K-3 

11 Eko Wahyudi K-3 K-3 

12 Indra Wijaya K-2 K-2 

13 Adi Junaidi K-2 K-3 

14 Metty Nensyta Goh T-K T-K 

15 Linda T-K T-K 

16 Nurhayati T-K T-K 

17 Anna T-K T-K 

18 Rusmiati T-K T-K 

19 Zulfahmi K-1 K-1 

20 Dedy Mariono K-2 K-2 

21 Zulkifli K-3 K-3 

22 Fenny Jayanthi Lienardy T-K T-K 

23 Zaenab T-K T-K 

24 Edy Susanto T-K T-K 

25 Janssen T-K T-K 

26 Fandi T-K K-0 

27 Anthony Chaidir K-1 K-1 

28 Kiki Laudiana T-K T-K 

29 Jonathan Junus K-1 K-1 

30 Lie Po Sian T-K T-K 

31 Heddy Setya Wijaya T-K T-K 

32 Jennifer Junus T-K T-K 



 

 
 

33 Sularman K-0 K-0 

34 Kireina Intan T-K T-K 

35 Vincent Wiranata Leonard T-K T-K 

36 Hendro Supranoto T-K T-K 

37 Defri Suganda K-2 K-2 

38 Agus Salim Lubis K-2 T-K 

   Jumlah 38 Orang      

 

Dari tabel diatas dapat dilihat minimnya pembaharuan dan 

perhitungan data PTKP yang dilakukan perusahaan sehingga berpengaruh 

terhadap pengurangan pajak. Semakin besar PTKP yang dibebankan pada 

perusahaan maka semakin kecil pembayaran pajak yang ditanggung 

perusahaan sedangkan semakin kecil PTKP yang dibebankan pada 

perusahaan maka semakin besar pembayaran pajak yang ditanggung 

perusahaan terkait PPh Pasal 21. 

 

B. Pembahasan 

Strategi perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak terdapat 

beberapa metode antara lain Gross Up method, Net method, dan Gross Method. 

Disini peneliti hanya menggunakan dua metode yaitu metode Gross Up, metode 

yang merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan 

pajak PPh pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah 

pajak PPh pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan sedangkan untuk metode 

kedua yang digunakan peneliti yaitu metode Gross, metode yang merupakan 

pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak 

penghasilannya. 



 

 
 

Dari penjelasan tabel diatas terkait strategi perencanaan penghematan 

pajak penghasilan pasal 21 dapat diketahui dengan menggunakan metode Gross  

penghematan pembayaran pajak pada PT. Super Andalas Steel lebih kecil 

dibandingkan dengan menggunakan metode Gross Up dengan selisih pembayaran 

pajak sebesar Rp. 1.481.711.  

Menurut peneliti dengan menggunakan metode Gross akan memberikan 

penghematan untuk pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung 

perusahaan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lainnya. Menerapkan 

metode Gross pada penghasilan pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji 

perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan 

menurunkan laba sebelum pajak, sehingga pajak penghasilan pasal 21 perusahaan 

akan menurun.  

peneliti melakukan wawancara  kepada salah satu karyawan PT. Super 

Andalas Steel untuk memperkuat data yang di peroleh terkait hal-hal apa saja 

yang menjadi faktor penyebab terjadinya kenaikan pembayaran pajak penghasilan 

pasal 21 pada perusahaan tersebut dan responden mengatakan salah satu faktor 

terjadinya kenaikan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 setiap tahunnya yaitu 

adanya kenaikan gaji yang terjadi setiap tahunnya dan kesalahan dalam 

pembaharuan dan perhitungan PTKP yang dibebankan pada perusahan. 

Kenaikan gaji dan kekurangan ketelitian dalam menghitung besar PTKP 

yang ditanggung merupakan beban bagi perusahan dalam pembayaran pajak 

penghasilan pasal 21 .  



 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Super Andalas  

Steel maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan telah 

sesuai dengan strategi perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban 

pajaknya akan tetapi kenaikan yang terjadi dalam perhitungan 

penghasilan PPh Pasal 21 PT. Super Andalas Steel dikarenakan setiap 

tahunnya gaji pegawai PT. Super Andalas Steel meningkat. Hal tersebut 

lah yang menyebabkan setiap tahun perhitungan Penghasilan PPh Pasal 

21 perusahaan naik. 

2. Terjadi kekeliruan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

pada tahun 2014 – 2017 yang disebabkan oleh perusahaan tidak 

menggunakan data status pernikahan yang terbaru. 

 

B. SARAN 

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk 

PT. Super Andalas Steel agar lebih memaksimalkan perencanaan pajak, yaitu: 

1. Sebaiknya perusahaan mencari strategi penerapan perencanaan pajak 

lainnya yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga 

penerapan perencanaan pajak PT. Super Andalas Steel dapat lebih 



 

 
 

maksimal. Seperti untuk tahun mendatang PT. Super Andalas Steel 

dapat memulai perencanaan pajaknya dengan melakukan metode Gross. 

2. PT. Super Andalas Steel seharusnya melakukan perbaikan database 

kepagawaian terkait jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan 

masing-masing pegawai. Selain itu, perusahaan perlu mempelajari lebih 

lanjut aturan mengenai perhitungan Pengahasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) yang berlaku pada tahun bersangkutan. 
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